
 

 

 
BUPATI KOTABARU 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU 

 
NOMOR 05 TAHUN 2013 

 

TENTANG 

 

 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN KOTABARU NOMOR 03 TAHUN 2012 

TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

BUPATI KOTABARU,  

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi 
pelaksanaan pelayanan kesehatan pada Rumah 
Sakit Umum Daerah dan pelayanan kesehatan 

dasar gratis pada Puskesmas sebagai komitmen 
Pemerintah Daerah untuk mewujudkan 
kesejahteraan sosial bagi masyarakat Kotabaru 

perlu dilakukan revisi ketentuan Pasal 6 Peraturan 
Daerah; 

b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan 
jasa pelayanan kesehatan pada RSUD Kotabaru 
berupa pengelolaan material atau perbekalan 

farmasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari pekerjaan farmasi, perlu untuk melakukan 

perubahan pada Lampiran II Peraturan Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 
03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

 

 

 

 



 

 

 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 
II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 

3209); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  

4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negera 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 

4400); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  

4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir  dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Perubahan Kedua Atas  Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4438); 

 

 

 

 



 

 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5063);   

11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 

Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor     153, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  

5072);    

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 
Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5145); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578);  

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4593);  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 

Pemerintah, Pemerintahan Daerah  Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 

tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan 
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 694); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 
Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
di Lingkungan Pemerintah Dati II Kotabaru 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Dati II 
Kotabaru Tahun 1991 Nomor 02); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 
Tahun 2007 Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten 

Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru 
Tahun 2007 Nomor 19); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 
Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kotabaru Tahun 2009 Nomor 03); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 
2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Kotabaru Nomor 02); 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN KOTABARU 

dan 

BUPATI KOTABARU 

 

MEMUTUSKAN : 

     Menetapkan   : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
KOTABARU NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG 

RETRIBUSI JASA UMUM. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kotabaru Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 02) 

diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) diubah dan 
ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga 

keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 6 

(1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf 

a adalah setiap pelayanan kesehatan yang 
disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui 
Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah. 

(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan 
Kesehatan pada Puskesmas adalah 

pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas 
dan jaringannya untuk masyarakat Kotabaru 
yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan 

Masyarakat (JAMKESMAS), Jaminan 
Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dan Surat 

Keterangan Tidak Mampu (SKTM). 

(3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan 
Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah 

adalah pelayanan kesehatan yang 
dilaksanakan berdasarkan : 

a. program yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah; 

b. kerjasama Rumah Sakit Umum Daerah 

dengan pihak ketiga; dan 

c. kerjasama Rumah Sakit Umum Daerah 
dengan organisasi sosial 

kemasyarakatan.  
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU 
NOMOR 05  TAHUN 2013 

 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN KOTABARU NOMOR 03 TAHUN 2012 

TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM  
 

  
I.   UMUM 

 

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan 

daerah yang sangat penting bagi daerah dalam rangka penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk itu seiring dengan 
tujuan otonomi daerah penerimaan daerah yang bersumber dari 

retribusi dari waktu ke waktu  harus senantiasa ditingkatkan 
potensinya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan pemerintah daerah 

dalam memenuhi kebutuhan daerah khususnya dalam hal penyediaan 
dan pemberian layanan kepada masyarakat dapat terpenuhi dari segi 
kualitas maupun kuantitasnya. 

 

Dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan 
kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah untuk 

tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar dapat 
menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah. 

 

Bahwa sehubungan adanya penambahan jenis pelayanan 
kesehatan yang merupakan objek dari Retribusi Daerah, perlu untuk 
melakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 

03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. 
 

 

II.   PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

 Angka 1 

  Cukup Jelas 

 

 Angka 2 

  Cukup Jelas 

 

Pasal II 

 Cukup Jelas 

 

 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU 

NOMOR 04 



LAMPIRAN

 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 05 TAHUN 2013

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN KOTABARU NOMOR 03 TAHUN 2012

TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Rumah Sakit Daerah ditetapkan 

sebagai berikut :

XX. TARIF FARMASI

NO
JASA SARANA 

(Rp)

JASA 

PELAYANAN 

(Rp)

JUMLAH TARIF 

(Rp)

A Visite/Konsul Farmasi Umum

a. Kelas III/Poliklinik 1,000                 3,000              4,000                 

b. Kelas II / I 1,500                 4,500              6,000                 

c. Kelas VIP 2,500                 7,500              10,000               

B Teknis Kefarmasian / Peracikan 

Individual Praescription

a. Non Racikan (Obat Jadi) per resep 100                    500                 600                    

b. Racikan per resep 100                    500                 600                    

Unit Dose Dispensing (UDD)

a. Non Racikan 100                    500                 600                    

b. Racikan 100                    - 100                    

Untuk obat yang dibungkus IFRS mendapat tambahan 50                      150                 200                    

biaya Rp.200,- per bungkus puyer

C Material

Obat/BAKHP/Gas Media HNA+PPN+5% 15% HNA+PPN+20%

JENIS PELAYANAN

ttd

BUPATI KOTABARU,

H. IRHAMI RIDJANI
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